
MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

PUSAT KEUANGAN 

LAPORAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 

TRIWULAN IT.A. 2024 

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor : 

Sprin/81/I/REN.2.3./2024 tanggal 24 Januari 2024, kami telah melaksanakan 

penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 

2024, dengan hasil sebagai berikut: 

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas dari KKN;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun

2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah

di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. • Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/Xl/2015 tentang Petunjuk/Arahan

Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat keuangan

Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan

kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;

2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di

Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari

segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

C. Hasil ..... 





MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

PUSAT KEUANGAN 

LAPORAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 

TRIWULAN II T.A. 2024 

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor 

Sprin/81/I/REN.2.3./2024 tanggal 24 Januari 2024, kami telah melaksanakan 

penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 

2024, dengan hasil sebagai berikut: 

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas dari KKN;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun

2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah

di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Surat Edaran Kapolri Norrior :SE/8/Xl/2015 tentang Petunjuk/Arahan

Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat keuangan

Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan

kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;

2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di

Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari

segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

C. Hasil ..... 





MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

PUSAT KEUANGAN 

LAPORAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 

TRIWULAN Ill T.A. 2024 

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor : 

Sprin/81/I/REN.2.3./2024 tanggal 24 Januari 2024, kami telah melaksanakan 

penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 

2024, dengan hasil sebagai berikut: 

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas dari KKN;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun

2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah

di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/Xl/2015 tentang Petunjuk/Arahan

Pencegahan benturan kepentingan.

8. Tujuan

Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat keuangan

Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan

kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;

2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di

Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari

segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

C. Hasil ..... 





MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

PUSAT KEUANGAN 

LAPORAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 

TRIWULAN IV T.A. 2024 

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor 

Sprin/81/I/REN.2.3./2024 tanggal 24 Januari 2024, kami telah melaksanakan 

penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 

2024, dengan hasil sebagai berikut: 

A. Dasar Hukum :

1. ·undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas dari KKN;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun

2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah

di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/Xl/2015 tentang Petunjuk/Arahan

Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat keuangan

Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan

kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;

2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di

Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari

segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

C. Hasil ..... 

























MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

PUSAT KEUANGAN 

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI 

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN IT.A. 2025 

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nemer: 

Sprin/87/II/KEP./2025 tanggal 4 Februari 2025, kami telah melaksanakan tindak 

lanjut atas hasil evaluasi penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu 

Polri T.A. 2025, dengan hasil sebagai berikut: 

A. Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nemer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas dari KKN;

2. Undang-undang Nemer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Nemer 60 Tahun 2008 tentang system

pengendalian Intern pemerintah (SPIP};

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nemer 2 tahun

2013 tentang penyelenggaraan system Pengendalian Intern Pemerintah

di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Surat Edaran Kapolri Nemer :SE/8/Xl/2015 tentang Petunjuk/Arahan

Pencegahan benturan kepentingan.

B. Tujuan

Laporan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan

di Pusat Keuangan Polri dimaksud dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan

kepentingan yang terjadi di Pusat Keuangan Polri;

2. Untuk mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di

Pengadilan dalam rangka Pusat Keuangan Polri yang baik, bebas dari

segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

C. Hasil ..... 






